
EUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 2 TAHUN2Ol9

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKS.q.NAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KAIIUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

BISMILLAHI RRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG IUAHA PENGASIH LAGI MAHA PEI{YAYANG

ATAS RAHMAT ALLAFI YANG MAHA KUASA

BI.IPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
pembahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah
menvampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungiawaban Pel,aksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah
tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Qanun Kabupaten
Aceh Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatar dan Belanja Kabupaten Aceh Utara
Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Irrdonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
kmbaran ltlegara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang hrsih dan bebas dari Korupsi,
Kolusi dan lrlepotisme (L,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851):

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20O3 tentang Keuangan
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Bag. Hk/ Qqufl 19..........
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
dan Tanggung Jarvab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undarrg Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonersia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antrire Pemerintah Pusat dan Pernerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 62, T'ar,.bahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 4633);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

1 1 . Undang-Undar.g Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, l'ambaJmn lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah trcberapakali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentallg
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaraa Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Iembara:r Negara Repuhiik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahal kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138);

14. Peraturan Pemerintah Irlomor 66 Tahun 200 I tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 l,lomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran
Negara Republlk Indonesia Nomor 4578);
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusurran dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraal Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
l,aporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat (Lem'baran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Iambahan Lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

18. Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Intbrmasi Keuangan Daerah Sistem Informasi
Keuangan Daerah (lcmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesira Noroor 5155);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 llomor 123 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 \lomor 59, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5219);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (k'mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O12
Nomor 5, Te.mbahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peratursn Pemerintah Nomor 23 Tahun 20O5
tentang Pengelolaan Keuangan Badan l,ayanan Umum
(Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
s340);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedomal Pembinaan dan Pengavrasan Penyelenggaraan
Pemerintahan )aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nornor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 I 8 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perr,vakilan Rakyat
Daerah Propinsi,Kabupat-en dan Kota;

25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah.

26. Peraturaa lvlenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
2l Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
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Pengelolaan Kelrangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 310);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penete.piu Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual Pada !'emerintah Daerah ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

28. Pelaturan Ivlenteri Dalam Negeri Nomor 1 1 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perta-nggun$awaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertangungiawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dal Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

29. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentng Pecioman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2077
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun furggaran 2018.

31. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pokok-pokok Pengelola Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah
Nornor 253);

32. Qanun Kabupaten. Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara
Tahun Anggaran 2019;

33. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 178 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Balanja Kabupaten
Aceh Utara.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKII.AN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA

Dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN:

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KAE}UPATEN ACEH UTARA
'IAHUN ANGGARI.N 2018.

Menetapkan

Bag. Hk/Quutn 19
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Pasal 1

(l) Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBK berupa Laporan Keuangan
memuat:
a. Iaporan Realisasi Anggaran;
b. laporan Perubahan lialdo Anggaran Lebih;
c. laporan Operasional;
d. taporan Perubahan Eguitas;
e. Neraca Daerah;
f. I^a.poran Arus Kas;
g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri
dengan laporan kinerja, ringkasan laporan keuangan desa dan ikhtisar
laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah;

Pasal 2

(1) L,aporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud rtalam Pasal 1

huruf a Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 2.252.292.575.267,59
b. Belanja Rp. 1.547.333.846.783,06
c. Transfer Rp. 703.550.458.700,00

Surplus/Defisit Rp.
d. Pembiayaan

- Penerimaan Rp. 47.424.O43.560,95
- Pengeluaran Rp.0,00
- Pembial-an Netto Rp.
- Sisa trbih Pembiayaan turggaran (SILPA) Rp.

1.408.209.784,53

Pasal 3

Uraian l,aporaa Realisasi sebagaimaaa dimaksud dalam Pasal
2 sebagai berikut :

l. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp.( 87. 160.175.401,41) dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran Pendapatan Rp. 2.339.452.690.669,00
b. Realisasi Rp. 2.252.292.515.267,59

Selisih lebih/kurang Rp. (87.160.175.401,41]r

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp.( 9a.302.882.661,941 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja Rp. L.641.636.729.445,00
b. Realisasi Rp. 1 .547.333.846 .783,06

Selisih lebih/kurang Rp. (94.302.882.661,941
3. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah

Rp.( a.991.11a.189,OO) dengan rincian sebagai berikut :

a. Angga:an transfer Rp. 708.541.5?2.889,00
b. Realisasi Rp. 703.550.458.700,00

Selisih lebih/kurang Rp. (4.991.114.189,00)

47.424.O,+3.560,95
48.832.253.345,48

Bao. Hk/ Qanun 19.........
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4. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumiah
Rp. 12. 133.821.449,95 dengan rincian sebagai berikut:
a. Realisasi Rp. 1.408.209.744,53
b. Surplus/Defisit Rp. (10.725.61i.665,00)

Selisih lebih/kuranC Rp. 12.133.821.449,53

5. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
Rp. 36.698.431.895,95 dengan rincian sebagai berikut :

a. Realisasi Rp. 47.424'.043.560,95
b. Anggaran penerimaal pembiayaan Rp. 10.725.611.665,00

Selisih lebih/kurang Rp. 36.698.431.895,95

6. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaral pembiayaan Rp. 0,00
b. Realisasi Rp. 0,00

Selisih lebih/kurarrg Rp. 0,00

7. Selisih angg.rran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
Rp.36.698.43f .895,95 dengan rincian sebagai berikut :

a. Realisasi Rp. 47.424.043.560,95
b. Anggaran pemt,iayaan netto Rp. 10.725.611.665,00

Selisih lebih/kurang Rp. 36.698.431.895,95

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo AngS;aran lebih sebagaimana dirnaksud dalam
Pasal t huruf b untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 sebagai
berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awa.l Rp. 47.424.O43.5LO,95
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Rp. 47.424.043.560,95

Pembiayaan Tahun Beqiaian
c. Sub total Rp. (50,00)
d. Sisa l,ebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Rp. 4A.832.253.345,48

(siLPA/SiKPA)
e. Sub Total Rp. 48.832.253.295,48
f. Koreksi kesalahan Pembukuan Tahun

Sebelumnya Rp. 50,00
g. Lain-lain Rp. 0,00
h. Saldo Anggaran Lebih Anggaran Rp 48.832.253.345,48

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf c untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Kegiatan Operasional
1. Pendapatan Rp. 2.249.677.862.L69,77
2. Beban Rp. 2.170.321 .160.423,32

Surplus/defisit dari Opera si
b. Surplus/Defrsit sebelum Pos Luar Biasa
c. Pos Luar Biasa
d. Surplus/Defisit l,o

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

79.356.70t.746,45
79.356.701.746,45

(410.670.000,00)
78.946.O31.746,45

Bag. IIW Qanun 1 9..........



Pasal 6

La.poran Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal I huruf
d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2Ol8 sebagai
berikut :

a
b
c
d

Ekuitas Awal
Surplus/Defisit LO
Danrpak Komulatjf Perubahan
Ekuitas Akhir

Rp. 4.172.852.570.999,83
Rp. 78.946.O31.746,45
Rp. 384.64s.O8r.779,O4
Rp. 4.636.443.684.525,32

Pasal 7

Neraca Daerah sebaga.imana dimaksud daiam Pasal I huruf e per 31
Desember 2018 sebag$ berikut :

a. Jumlah Aset Rp. 4.706.929.566.141,65
b. Jumlah Kewajiban Rp. 70.485.881.616,33
c. Jumlalr Ekuitas Dana Rp. 4.636.443.684.525,32

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagalmana dimaksud dalam Pasai I huruf f untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 3l Desember 2018 sebagai berikut :

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

47.431.843.510,95
194.109.648.728,O9

(184,482.791 .127 ,56)
(0,00)

(971.067,00)
49.681.541.105,96

Pasal 9

Catatan Atas Laporaa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif
maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal l0
Pertanggungjawaban Pelaksanaal APBK sebagaimana dimal<sud dalam
Pasal I tercantum dalam Lampiran Qanun ini, terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Ringkasan Laporan

Lampiran I.1 : Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan
Daera-h dan Organisasi;

Lampirar I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut
urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Pendapaten, Belanja dan Pembiayaan;

la.mpiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah
menurut urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program dan Kegiatan dan;

la.mpiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaraa Belanja Daerah
untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangl<a
pengelola an keu algan negara;

B<tg. Hk/ Qarun 19-.........

a. Saldo kas awal per i Januar:.2018
b. Arus kas bersitr dari aktivitas operasi
c. Arus kas bersih dari alrtivitas investasi
d. Arus kas bersih dari al<tivitas pendanaan
e. Arus kas bersih dari aktivrtas transitoris
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2018



b. tampiran II
c. l,ampiran III
d. Lampiran IV
e. Lampiran V
f. Lampkan M
g. Ia.mpiran VII
h. Lampiran MII
i. lampiran D(

j. l,ampiran X

k. Lampiran XI
1. Lampiran XII

m. Lampiran XIII

Iagx>ran Perubahan Saldo Anggaran lebih;
l,aporan Operasional;
l,aporan Perubahan Ekuitas;
Neraca;
Laporan Arus Kas;
Catatan Atas Laporan Keuangan;
Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih;
Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan
Dana Bergulir:
Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi) Daerah;
Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan
Pengurangan Aset;
Tetap Daerah;
Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
Daltar Rekapitulasi Kontruksi Dalam Peke{aan;
Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
Daftar Dana Cadangan Daerah;
Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan
sampai akhir tahun dan dianggarakan kembali
dalam tahun anggaran berikutnya; dan

Ikhtisar la.poran Keuangan Badan Usaha Milik
Daerah I Perusahaan Daerah.

n. la.mpiran
o. Lampiran
p. Lampiran
q. Lampiran
r. la.mpiran
s. Lampiran
t. Lampiran

XIV
XV
XVI
xuI
XVIII
xIX
xx

Pasal 11

l,ampiran Laporan Keua-ngan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1

ayat (21 yaitu : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik
Daerah / Perusahaan f)aerah tercantum dalam Lampira.t'r VI Qanun
ini.

Bag. Hk/ Qarun 19....
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Pasal 12

Penjabaran pertanggungiawaban pelaksanaan APBK Tahun
Anggaran 2018 sebagai rincian lebih lanjut diatur dengan Peraturan
Bupati.
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Pasal 13

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Qanun ini dengan penempatannya dalam kmbaran Kabupaten
Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2 Asustus 2019 M

2 Dzulhijjah 1440 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAb-THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2 Aeustus 2O19 M

2 Dzulhijjah 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
UPATEN ACEH UTARA,.

ABDUL AZIZ

LEMBARAN KABUPATEN.{CEH UTARA TAHUN 2018 NOMOR 2

NOMOR REGISTER KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSi ACDH: (21a6/2019\


